
ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN 11OPINISELASA WAGE, 27 JUNI 2023

( 8 BESAR 1956 )

MENJELANG pemilu dan Pileg 2024

berita berita politik  semakin marak

menghiasi media massa nasional kita.

Perbincangan pun  berkisar seputar   ba-

capres/bawacapres sampai dengan hasil

hasll pertemuan politik anta parpol untuk

mematangkan posisi koalisi di antara

mereka. Sampai saat ini telah tercatat 3

(tiga) koalisi besar yaitu koalisi PDIP,

Koalisi Gerindra dan Koalisi Nasdem.

Masing masing telah  menentukan  ba-

capres yaitu  Ganjar Pranowo, Prabowo

Subiyanto dan Anies Rasyid Baswedan.

Sedang   bawacapres  belum dikomu-

nikasikan   ke publik karena tengah

digodog  dan ditimbang-timbang. Posisi

bacawapres menjadi semakin penting dan

strategis karena akan mengangkat elek-

tabilitas parpol.  

Isu-isu  bakal  siapa  yang akan menjadi

bacawapress menjadi bagian penting dari

diskursus publik.  Terkait dengan ba-

cawapres , pertemuan antara Puan

Maharani (PDIP) dan AHY (Demokrat)

menjadi menarik perhatian, karena AHY

masuk nominasi bacawapres Ganjar

Pranowo. Dan masing masing pihak pun

hampir selama 20 tahun mengalami ke-

buntuan  komunikasi politik.  Sehingga

pertemuan tersebut menjadi  sorotan pu-

blik atau ‘top issues’.  Publik pun  membu-

at spekulasi terhadap apa yang diperbin-

cangkan kedua petinggi  parpol tersebut. 

Posisi Media

Bagaimana posisi media?  Media

berusaha mengungkap latar belakang

pertemuan tersebut. Tentu  media  akan

berupaya menggali  informasi dibalik

pertemuan tersebut.  Media menilai    bisa

saja   pertemuan tersebut  akan meng-

ubah peta koalisi antarpartai.    Dugaan

pilpers   pun bisa  berjalan   satu putaran

saja.  Bagi media,  pertemuan  Puan -

AHY dimaknai sebagai wujud rekonsil-

iasi. 

McQuail (1987:55) mengungkap bahwa

media berperan menjelaskan dan mem-

beri makna terhadap suatu peristiwa.

Terkait rekonsiliasi   suasana  pileg dan

pilpres akan  menyejukan, aman, lancar

dan damai.  Media  berupaya membingkai

peristiwa itu sebagai ‘simbol’ rekonsiliasi

dengan pengharapan bisa memberikan

dampak positif bagi pemilih,  Terkait de-

ngan peristiwa tersebut, media akan

berusaha mencari narasumber yang kom-

peten dan terpercaya untuk mengungkap

apa di balik pertemuan Puan dan AHY

tersebut. Sehingga  diharapkan  publik

akan memiliki banyak referensi dalam

menanggapi peristiwa tersebut. Karena

itulah  seperti dikatakan McQuail (1987:

54) media selalu memberikan bahan dari

beberapa narasumber untuk membentuk

persepsi kita tentang suatu peristiwa. 

Proses Jurnalistik

Media juga  melengkapi penge-

tahuan kita tentang isu itu, dengan

menyampaikan informasi melalui

proses jurnalistik politik  yakni

telah terjadi suatu peristiwa  perte-

muan  Puan dan AHY (What), yang

dilakukan petinggi parpol dari

PDIP dan Demokrat (Who) untuk

membangun komunikasi politik di

antara kedua belah pihak (Why).

Kegiatan  diselenggarakan pada

suatu tempat netral (Where)  dike-

mas melalui  kegiatan olahraga

lari pagi bersama (When). Se-

lanjutnya pertemuan tersebut

menghasilkan suatu kesepakan

bahwa PDIP dan Demokrat

berkomitmen  menjaga politik pra

dan pascapemilu legislatif  dan

pemilu presiden (pilpres) berlang-

sung kondusif, dan damai. Serta

silahturahmi harus terus  dilaksanakan

(How)

Media dalam memilih dan menetapkan

isu-isu  utama adalah dengan memper-

hatikan isu-isu yang menjadi perhatian

publik. Selanjutnya, bagaimana media

menempatkan posisi isu tersebut dan

menentukan  frekuensi pemunculan isu,

posisi isu dalam  media, serta  cara penya-

jian bahan, merupakan kebijakan (policy)

dari media yang bersangkutan atau yang

lebih dikenal sebagai politik jurnalistik.

Yakni,  media menarik perhatian ter-

hadap isu yang dianggap penting  menu-

rut khalayak. Efek lanjutan adalah  beru-

pa pengetahuan, persepsi khalayak, serta

tindakan khalayak (dalam pemilu  misal-

nya memilih kontestan, mengaprsiasi ter-

hadap tokoh politik, menyetujui gagasan,

dan lain lain ).  ❑-d

*)  Tommy Suprapto, pemerhati ma-

dia dan komunikasi, Dosen LB Prodi MIK

STMM-MMTC Yogyakarta.

Hukum dan Kualitas Akal Sehat

Tommy Suprapto

Pemerintah pusat tangani permasalahan

Al-Zaytun.

-- Meskipun agak terlambat.

***

Investor bakal caplok lahan pertanian di

Bantul.

-- Penduduk lokal hanya jadi penon-

ton.

***

Anggota geng sekolah ditangkap petugas

kamling.

-- Jangan dihakimi, serahkan ke polisi.

Jurnalistik Politik dan Politik Jurnalistik

KELEBIHAN manusia atas makhluk-

makhluk lain terletak pada karunia-Nya,

berupa akal. Itulah, maka akal mesti di-

rawat dan digunakan sebaik-baiknya.

Cogito ergo  sum, kata Rene de Cartes.

Artinya, aku berpikir, maka aku ada.

Berpikir itu aktivitas ruhaniah, penggu-

naan akal. Dengan kata lain, bila manusia

tak mau berpikir (tak menggunakan akal

sehat), maka sia-sialah keberadaannya da-

lam kehidupan ini.

Alkisah. Suatu ketika, sesepuh kota

menghadap Raja. Mengadukan perilaku

masif warga kota. Gemar mabuk-mabuk.

Sesepuh kewalahan menghadapinya.

Mohon, kiranya Raja berkenan membu-

at hukum, melarang bermabuk-mabuk.

Ternyata Raja melengos. Bersegeralah

sesepuh kota ke luar istana. Di pintu

gerbang, bertemu bendaharawan ne-

gara. Diceritakanlah apa yang terjadi.

Dinasihatkan oleh bendaharawan ne-

gara. Gunakan akal sehatmu. Intele-

gensiamu. Lain waktu, menghadaplah

lagi. Bawakan hadiah kepada Raja.

Cuan dan minuman memabukan ber-

kualitas unggul. Pada saat Raja mabuk,

utarakan permohonanmu. Tanpa akal

sehat, pasti permohonanmu dikabul-

kan. 

Dalam arti fisik, mabuk adalah

hilangnya kesadaran. Mabuk terjadi

karena minuman keras, beralkohol,

atau sejenisnya. 

‘Nggegirisi’

Berita terkini. Di salah satu kampus

di Makassar ditemukan bunker. Di dalam-

nya ada semacam brankas penyimpanan

sabu. Di sana juga terjadi transaksi per-

edarannya. Pengendali peredaran, ternya-

ta salah satu lembaga pemasyarakatan

(CNN Indonesia, 08/6)  Berita lain. Ada in-

dustri rumahan sabu. Milik warga negara

Iran, di sebuah apartemen di Cengkareng.

Digerebek petugas Ditnarkoba Mabes

Polri. Ditemukan sejumlah barang bukti

sabu siap edar, bahan baku, serta sejum-

lah alat pembuat sabu (Kompas, 24/6).

Kini, kejahatan narkoba, semakin ma-

rak, masif, nggegirisi. Produsen, pengedar,

dan pengkonsumsi, terus bertambah. Se-

muanya sudah kehilangan akal sehat.

Perilakunya sesat, jahat, melanggar

hukum. 

Mabuk pada ranah sosial-kebangsaan,

berarti rusaknya akal sehat pada warga

negara maupun penyelenggara negara, se-

hingga berperilaku sesat, jahat, melanggar

hukum. Penyebabnya, bukan sekadar

narkoba atau sabu-sabu, melainkan berba-

gai barang haram, baik berupa benda,

kekuasaan, popularitas. Banyak jabatan,

haram hukumnya. Mengapa? Karena di-

dapat melalui jual-beli. Tinggi atau ren-

dahnya jabatan, sepadan dengan murah

atau mahalnya harga jabatan. 

Mabuk jenis terkahir, umumnya ber-

awal dari sikap permisif terhadap pelang-

garan hukum berskala kecil. Misal,

dekadensi etika/moral dalam keluarga.

Sekolah-sekolah dan berbagai kampus

menjual nilai dan ijazah, dengan dalih

agar terpenuhi syarat akreditasi. Tak ter-

bilang, gelar doktor dan profesor tak ter-

hormat, dihadiahkan kepada tokoh terten-

tu dengan imbalan tertentu.

Contoh-contoh di atas, berkembang da-

lam segala urusan. Segalanya, dibumbui

dengan uang, cuan, atau fulus. Pelakunya

amat paham fulusofi. Tetapi gagal paham

tentang filosofi. Disayangkan, bila mabuk

harta-benda duniawi, berjangkit pada

penegak konstitusi, penegak hukum, biro-

krat, dan lain-lainnya. Bisa dibayangkan,

permohonan judicial review suatu undang-

undang, dengan mudahnya ditolak. Bukan

karena alasan-alasan akal sehat,

melainkan sebab lain. Laporan ke aparat,

akan didiamkan atau diproses, tergantung

nafsu-nafsu kepentingan yang mengi-

tarinya. Perinzinan, dimudahkan ketika

diselipkan fulus cukup, tetapi dipersulit

ketika diajukan dengan tangan kosong.

Dikendalikan Nafsu

Femomena metamorfosa dari akal se-

hat menjadi akal bulus, terjadi karena

penggunaan akal dikendalikan nafsu.

Hasrat dan perilaku, cenderung sesat,

jahat, melampaui batas kewajaran.

Eksistensi dan fungsi kalbu (hati-nu-

rani), sebagai instrumen pengendali

kebenaran, justru ditinggalkan.

Layak diingat bahwa kalbu, berurus-

an dengan moralitas-religious-spiritual.

Akal, terbatas untuk urusan inteligen-

sia, hal-hal bersifat fisik, inderawi, ma-

teri-duniawi saja. Ketika akal dominan

dikendalikan nafsu, maka hukum pun

menjadi permainan akal bulus. Harta,

tahta, dan popuariltas, meskipun diper-

oleh secara legal-rasional, tetapi haki-

katnya haram. Karena langka nilai-ni-

lai moralitas-religus-spiritual. 

Mari berintrospeksi. Cermati. Dalam

bernegara hukum, seberapa banyak

akal sehat telah berubah menjadi akal bu-

lus.   ❑-d

*) Prof Dr Sudjito Atmoredjo, Guru

Besar Ilmu Hukum UGM

Sudjito AtmoredjoHeboh Al-Zaytun, Tuntaskan Segera
KASUS Pondok Pesantren

(Ponpes) Al-Zaytun pimpinan

Panji Gumilang di Indramayu

Jawa Barat telah diambil alih pe-

merintah pusat. Pemprov Jabar

hanya ditugasi untuk menjaga

stabilitas dan kondisi sosial.

Banyak pertanyaan muncul

terkait permasalahan Pondok Al-

Zaytun, mulai dari mengapa

baru heboh sekarang, mengapa

selama ini dibiarkan bahkan

diberi akses luas ke pemerintah-

an, dan pihak-pihak mana yang

terlibat dalam  perkara ini ?

Sejauh ini pemerintah belum

mengumumkan bentuk pelang-

garan hukum secara spesifik

yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun.

Pemerintah melalui Menkoplhu-

kam Mahfud MD baru mengu-

mumkan setidaknya ada tiga

persoalan yang melingkupi Pon-

pes pimpinan Panji Gumilang itu,

yakni potensi tindak pidana,

pelanggaran administrasi dan

kondisi sosial politik (KR 26/6).

Masyarakat heboh lantaran

Ponpes yang didirikan tahun

1999 itu dinilai mengajarkan nor-

ma-norma yang menyimpang

dari ajaran Islam. Mulai dari tata

cara salat yang boleh berbaur

antara laki-laki dan perempuan,

halalkan zina asalkan membayar

denda Rp 2 juta, dan banyak lagi

penyimpangan lainnya. Penyim-

pangan seperti ini marak diberi-

takan di media sosial maupun

media mainstream, hingga

akhirnya pemerintah dan MUI

bergerak melakukan investigasi.

Tak hanya itu, diduga dalam

pesantren tersebut juga terjadi

pelecehan seksual yang di-

lakukan pengurus Ponpes. Ke-

tidakberesan itu sebenarnya su-

dah tercium ketika tim investigasi

dari MUI ditolak kehadirannya di

Ponpes Al-Zaytun. Hingga ke-

mudian dilakukan langkah

tabayun dengan mengundang

Panji Gumilang untuk diperiksa.

Bila benar informasi yang

beredar di masyarakat bahwa

Ponpes Al Zaytun mengajarkan

hal-hal menyimpang dari ajaran

Islam, bahkan melegalkan berzi-

nahan maupun tindakan pelece-

han seksual, maka ancaman hu-

kumannya tidak main-main.

Belum lagi sanksi administratif

berupa pembekuan operasional

pesantren. Untuk yang disebut

terakhir ini tentu harus dipertim-

bangkan nasib para santrinya,

jangan sampai mereka

dirugikan.

Indikasi tindak pidana, baik

berupa penodaan agama mau-

pun pelecehan seksual, sudah

diatur dalam hukum positif kita,

baik itu KUHP, UU Perlindungan

Anak hingga UU tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual

(TPKS). Kini tinggal bagaimana

aparat penegak hukum mene-

rapkan pasal-pasal dalam keten-

tuan tersebut. 

Demikian halnya terkait

dugaan Ponpes terafiliasi de-

ngan organisasi terlarang NII

atau Negara Islam Indonesia

(NII). Bahkan Densus 88 Antite-

ror Mabes Polri sudah lama

mencurigai sebagai jaringan

teror NII KW9, namun belum ada

tindakan. Tentu ini bukan main-

main, karena merupakan per-

soalan serius bangsa yang ha-

rus segera dituntaskan. Slogan

NKRI harga mati sebagamana

banyak didengungkan selama ini

hendaknya jangan sekadar slo-

gan belaka.

Aparat penegak hukum harus

gerak cepat, karena ada ke-

mungkinan mereka yang terlibat

akan menghilangkan barang

bukti. Tindakan polisional ini tak

boleh ditunda, apalagi bila seku-

rangnya sudah ada dua alat buk-

ti, dapat diteruskan dengan tin-

dakan penahanan. Ini akan me-

ngurangi bakal calon tersangka

untuk berhubungan atau komu-

nikasi dengan orang lain, khu-

susnya jaringannya. Suplai dana

ke pesantren juga harus dihen-

tikan atau diblokir. Publik saat ini

menunggu langkah cepat aparat

penegak hukum.  ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengirim-

kan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.

Selanjutnya redaksi hanya menerima

tulisan lewat email : opinikr@gmail.com de-

ngan panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu yang

ditulis serta jangan lupa menampilkan foto-

copy identitas. Terimakasih. 
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ÔPembentukanÕ atau ÔPengembangan KarakterÕ?
JUDUL di atas berkaitan de-

ngan rangkaian kata/kalimat :

Ôpembentukan karakterÕ. Kalimat

ini sering muncul di media mas-

sa cetak bahkan juga pembela-

jaran di sekolah. Menurut pan-

dangan saya, karakter manusia

sudah terbentuk sejak dilahirkan

bahkan sejak masih dalam kan-

dungan (yang dalam Bahasa

Jawa guwa garba) Sang Ibu. 

Karena itu menurut saya se-

cara semantik istilah yang benar

bukan Ôpembentukan karakterÕ

tetapi yang tepat adalah Ôpe-

ngembangan karakterÕ. Mung-

kin perlu ada pendapat para

pakar bahasa. Maturnuwun. 

*) FS Hartono, Purwasari

004/059 Sinduadi Sleman

Bacapres/Bacaleg Jangan Lupakan Kekeringan 
DI TENGAH kesibukan elite

dan kader partai untuk berlaga

di pesta demokrasi 2024, kabar

beberapa wilayah mulai dilanda

kekeringan mengemuka. Mung-

kin ini memang merupakan ka-

bar rutin tahunan. Artinya setiap

tahun wilayah tersebut memang

selalu dilanda kekeringan. 

Semoga sosialisasi bacaleg

atau di tengah kesibukan elite

menggalang koalisi, kerja sama

dan menimang calon pendam-

ping masalah kekeringan tidak

diabaikan.  Namun berharap

bukan dengan  memanfaatkan

momentum ini kepentingan

sesaat mereka. 

Ada harapan besar agar yang

hendak berkompetisi dalam

pesta demokrasi 2024 baik da-

lam pemilihan legislative mau-

pun pemilihan presiden juga

memikirkan solusi kekeringan

ini jangka panjang. Artinya, tidak

sekadar membagikan atau

droping air ke daerah kekering-

an. Tetapi memberikan solusi

yang bisa diambil agar daerah

tersebut tidak menjadi daerah

langganan kekeringan.

*)  Titik SP, Wedi Klaten


